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Abstrak
Artikel ini hendak mengelaborasi model kejahatan korupsi diselesaikan dalam suatu sistem restorative justice yang terjadi di Negara Indonesia. Artikel ini menekankan agar upaya pemberantasan korupsi bukan semata-mata untuk memberikan hukuman bagi mereka yang terbukti bersalah dengan hukuman yang seberat-beratnya, akan tetapi agar seluruh kerugian negara yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi dapat kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama. Secara teknis, kajian ini menemukan ada 3 (tiga) kondisi yang menyebabkan hilangnya sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana korupsi yaitu: tersangka atau terdakwa tidak diuntungkan; negara tidak dirugikan; masyarakat dilayani. Berdasarkan ketiga kondisi tersebut menggambarkan apabila pelaku tindak pidana korupsi telah mengembalikan seluruh hasil tindak pidana korupsi beserta dengan seluruh keuntungan yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi oleh pelaku tindak pidana korupsi maka pada dasarnya pelaku tersebut tidak diuntungkan, negara tidak menderita kerugian keuangan serta masyarakat dapat dilayani melalui pengembalian seluruh hasil tindak pidana korupsi beserta seluruh keuntungannya tersebut. Sebagai konsekuensi, agar terciptanya sebuah proses peradilan yang memulihkan maka artikel ini menghendaki untuk mengurangi beban sosial-ekonomis negara dan energi penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.  
Kata kunci: Keadilan Restoratif, Korupsi, Peradilan.
Abstract
This article intends to elaborate on the model of corruption crimes resolved in a system of restorative justice that occurs in the State of Indonesia. This article emphasizes that efforts to eradicate corruption are not merely to provide punishment for those who are proven with the most severe punishment, but so that all countries that are caused by acts of corruption prevention can be returned in a short time. Technically, this study finds that there are 3 (three) conditions that cause the loss of the unlawful nature of a criminal act of corruption, namely: the suspect or defendant is disadvantaged; the state is not disadvantaged; community served. Based on the three conditions illustrate if the criminal act of corruption has returned the entire proceeds of the criminal act of corruption along with all the profits obtained from the results of the criminal act of corruption by the criminal act of corruption then basically the perpetrator is disadvantaged, the country does not suffer financial losses and the public can be served through returning all proceeds of corruption and all the benefits thereof. As a consequence, in order to create a restoring judicial process, this article desires to reduce the socio-economic burden of the state and law enforcement energy in handling cases of corruption.
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PENDAHULUAN
       Korupsi termasuk ke dalam kualifikasi tindak pidana kejahatan, hal tersebut dapat dilihat dari bentuk ancaman pidananya bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 20 Tahun 2001) yaitu dengan berupa pidana penjara. Didik Endro Purwoleksono menjelaskan secara singkat bahwa suatu tindak pidana merupakan suatu kejahatan (misdrijven) apabila jenis pidananya adalah penjara sedangkan tindak pidana pelanggaran jenis pidananya adalah denda.[footnoteRef:1] [1:         Didik Endro Purwoleksono, (2016), Hukum Pidana Untaian Pemikiran, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 21. ] 

          Dalam Black's Law Dictionary pengertian dari korupsi atau Corruption diartikan sebagai berikut:[footnoteRef:2]  [2:          Bryan Garner, (2009), Black Law Dictionary: Edisi 9, St.Paul Minn: West Publishing, hlm.397.] 

"The act of doing something with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others; For Instance a office to procure some benefit either personally or for someone else, contrary to the rights of others."       
(Tindakan melakukan sesuatu dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas resmi dan hak-hak orang lain; Sebagai contoh dalam kantor atau dalam institusi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan baik secara pribadi atau untuk orang lain, yang bertentangan dengan hak orang lain)
       Tindak pidana korupsi dapat digambarkan sebagai musuh bersama di dalam suatu negara dikarenakan korupsi dapat merugikan keuangan negara. Kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi dapat menghambat pembangunan nasional sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat tidak dapat meningkat. Di Indonesia, berdasarkan data dari KPK dari tahun 2004 hingga tahun 2018 penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi mencapai 1.135 kasus, sedangkan penyidikan mencapai 887 kasus dan perkara yang sudah diputus inkracht berjumlah 578 kasus.[footnoteRef:3] Tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai suatu perkara “seriousness crime”, kejahatan serius yang sangat mengganggu hak ekonomi dan hak sosial masyarakat dan negara dalam skala yang besar, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan cara “extraordinary crime” serta pembuktiannya membutuhkan langkah-langkah yang serius, profesional dan independen.[footnoteRef:4] [3:         https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi diakses pada 3 Juni 2019]  [4:         Hernold Ferry Makawimbang, (2014), Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 1. ] 

      Upaya pemberantasan korupsi bukan semata untuk memberikan hukuman bagi mereka yang terbukti bersalah dengan hukuman yang seberat-beratnya, akan tetapi juga agar seluruh kerugian negara yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi dapat kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama.[footnoteRef:5] Dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 apabila dikaji lebih dalam sasaran yang ingin dicapai oleh pembentuk undang-undang adalah bagaimana aparat penegak hukum bekerja secara optimal untuk mengembalikan kerugian kepada negara.[footnoteRef:6] Aparat penegak hukum diharapkan dapat mengidentifikasi perkara tindak pidana korupsi yang dinilai merugikan keuangan negara agar dapat diselesaikan melalui bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan (out of court settlement), dengan menghitung perbandingan nilai dana operasional penanganan perkara dengan nilai kerugian keuangan negara.[footnoteRef:7] Penyelesaian perkara di luar pengadilan (out of court settlement) sendiri merupakan konsep dari restorative justice. [5:        Abdul Fattah, et.al., (2017), Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, dalam Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 1, hlm. 3.]  [6:        Fadhil Zumhana, (2015), Disertasi Doktor: Restorative Justice Sebagai Primum Remidium dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Surabaya: Universitas Airlangga, hlm. 1. ]  [7:        https://polkam.go.id/pelatihan-bersama-penerapan-restorative-justice-dalam-pemberantasan-korupsi-dihubungkan-dengan-asset-recovery/ diakses pada 5 Juni 2019.] 

      Konsep restorative justice merupakan alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum (melawan hukum dalam arti formil) karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif.[footnoteRef:8] Menurut John O. Haley, restorative justice ada untuk menjawab kegagalan dari tujuan pemidanaan dengan retribusi/penghakiman.[footnoteRef:9] Selama ini pendekatan retributive justice dalam tindak pidana korupsi tidak dapat memenuhi tujuan yang ingin dicapai pembentuk undang-undang yaitu tidak optimalnya pengembalian kerugian keuangan negara.[footnoteRef:10] Dengan diterapkannya retributive justice untuk pelaku tindak pidana korupsi justru akan makin merugikan negara, dikarenakan keuangan negara yang telah dikorupsi tidak dapat dikembalikan seutuhnya dan memakan waktu proses peradilan yang terlalu lama, serta negara harus mengeluarkan uang lebih untuk memelihara terpidana kasus korupsi di dalam penjara. Hal tersebut tentunya menambah beban kepada negara. [8:       Dewi DS dan A. Syukur Fatahillah, (2011), Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia, Depok: Indie Publishing, hlm. 11.]  [9:       John O. Haley, (2011), Beyond Retribution An Integrated Approach To Restorative Justice, dalam Washington Journal of Law and Policy, Volume 36, hlm. 8.]  [10:       Fadhil Zumhana, Op.Cit., hlm. 2. ] 

      Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka pertanyaan pokok yang dapat diajukan sebagai permasalahan adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana bentuk keadilan restoratif (restorative justice) dalam tindak pidana korupsi? 
2. Apakah restorative justice dalam korupsi dapat diterapakan dalam hukum Indonesia?
METODE PENELITIAN
       Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum (Legal  Research) untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai  norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.[footnoteRef:11] Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif (mempunyai otoritas) yang terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan serta putusan-putusan hakim.[footnoteRef:12] Sedangkan bahan hukum sekunder yang fundamental yaitu berupa Text Book  hal ini disebabkan karena text book berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Secara lebih lanjut, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum  baik dalam rupa buku atau jurnal-jurnal hukum.[footnoteRef:13]  [11:    Peter Mahmud Marzuki, (2016), Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, hlm. 47.]  [12:       Ibid., hlm. 182]  [13:       Ibid., Hlm. 183] 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. bentuk keadilan restoratif (restorative justice) dalam tindak pidana korupsi.
         Restorative Justice muncul sebagai reaksi terhadap adanya konsep retributive justice yang lebih berfokus kepada pembalasan terhadap suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Pembalasan tersebut diwujudkan dalam bentuk pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Menurut pendapat Satjipto Rahardjo suatu penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat.[footnoteRef:14] Sehingga dengan demikian restorative justice dipandang sebagai cara yang lebih baik dan efisien dalam menyelesaikan suatu perkara dibandingkan dengan retributive justice. Luhut MP Pangaribuan menyatakan bahwa dalam perkembangannya, penyelesaian suatu kasus pidana tidak lagi melalui penjara karena merupakan perwujudan dendam dan sekaligus menjadi beban kepada negara, akan tetapi lebih merestorasi hubungan pelaku, korban dan masyarakat.[footnoteRef:15] [14:       Henny Saida Flora, (2018), Keadilan Restoratif Sebagai  Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Indonesia, UBELAJ Jurnal, Volume 3, Issue 2, hlm. 2. ]  [15:       Luhut MP Pangaribuan, (2009), Lay Judges & Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 257. ] 

       Restorative Justice adalah peradilan yang lebih menekankan kepada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana.[footnoteRef:16] Restorative Justice Model diajukan oleh kaum abolisionis yang melakukan penolakan terhadap sarana koersif yang berupa sarana penal dan diganti dengan sarana reparatif.[footnoteRef:17] Dalam konteks sistem sanksi pidana, nilai-nilai yang melandasi paham abolisionis masih masuk akal untuk mencari alternatif sanksi yang lebih layak dan efektif daripada lembaga seperti penjara.[footnoteRef:18] [16:        M Taufik Makaro, (2013), Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM, hlm. 27.]  [17:         Romli Atmasasmita, (1996) Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Bandung: BinaCipta, hlm. 15.]  [18:         Ibid., hlm. 101. ] 

       Restorative Justice dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (stake holders).[footnoteRef:19] Menurut Tony Marshall restorative justice merupakan suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu datang bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menghadapi akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.[footnoteRef:20] Sedangkan Kevin I. Mirror dan J.T. Morrison menyatakan bahwa restorative justice dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan kepada perilaku kejahatan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh para korban kejahatan untuk memudahkan perdamaian antara pihak-pihak yang saling bertentangan.[footnoteRef:21] M. Taufik membagi prinsip dasar restorative justice menjadi 3, yaitu: 1) Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan; 2) Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan; 3) Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.[footnoteRef:22] Adapun bentuk-bentuk penyelesaian melalui restorative justice adalah sebagai berikut: 1) Mediasi; 2) Mediasi Korban-Pelaku; 3) Reparasi; 4) Pertemuan kelompok keluarga; 5) Kelompok Korban-Pelaku; dan 6) Kewaspadaan Korban.[footnoteRef:23] [19:          M. Taufik Makaro, Loc.Cit. ]  [20:         Tony Marshall, (1999), Restorative Justice : An Overview, London:  Home Office Research Developement and Statistic Directorat, hlm. 8. ]  [21:         Kevin I. Mirror dan J.T. Morrison, (1996), A Theoritical Study and Critique of Restorative Justice, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., Restorative Justice International Perspective, (Monsey, New York Criminal Justice-Press and Krueger Publications, hlm. 117.]  [22:         M. Taufik Makaro, Loc.Cit. ]  [23:         I. Tajudin dan Nella Sumika Putri, (2015), Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan dalam Penjatuhan Putusan, PADJAJARAN Jurnal, Volume 2, Nomor 1, hlm. 151.] 

      Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas dapat kita telaah bahwa restorative justice lebih mengedepankan penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan cara mediasi untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Pelaku kejahatan akan memulihkan serta menanggung seluruh kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. Sehingga apabila kerugian tersebut telah dipulihkan sepenuhnya oleh pelaku kejahatan maka di antara pelaku kejahatan dan korban kejahatan telah tercipta perdamaian dan tidak terdapat konflik lagi. Dengan diberlakukannya restorative justice untuk menyelesaikan suatu perkara pidana serta antara pelaku dan korban kejahatan sudah tidak terdapat konflik atau kerugian yang dialami korban telah dipenuhi sepenuhnya oleh pelaku, maka tidak perlu digunakan hukum pidana yang bersumber pada teori retributive justice. Hal tersebut selaras dengan pendapat Nigel Walker yang berpendapat bahwa hukum pidana jangan digunakan untuk: a) tujuan pembalasan; b) terhadap perbuatan yang tidak menimbulkan korban dan/atau kerugian; c) bilamana masih ada sarana yang lebih efektif dan dengan kerugian yang lebih sedikit dalam menanggulangi perbuatan yang dianggap tercela; d) bila dampak negatif pidana lebih besar daripada tindak pidana; e) apabila tidak mendapat dukungan publik yang kuat; f) apabila sudah diperhitungkan tidak akan berhasil atau tidak akan dapat dilaksanakan.[footnoteRef:24]  [24:         Barda Nawawi Arief, (2002), Bunga Rampai Hukum Pidana, Cetakan Kedua Edisi Revisi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 36. ] 

       Pada tahun 2016 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang isi putusannya mengubah delik formil pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi delik materiil. C.S.T. Kansil menyatakan bahwa delik materiil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, sedangkan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.[footnoteRef:25] Dengan diubahnya delik formil ke delik materiil tersebut memiliki makna bahwa unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss), tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) dalam tindak pidana korupsi.[footnoteRef:26] Sehingga dengan demikian dapat ditelaah bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana korupsi dan dapat dikenai sanksi pidana apabila dari perbuatan orang tersebut telah jelas menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata.  [25:         C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, (2007), Pokok-Pokok Hukum Pidana – Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, (Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 40.]  [26:         https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5888f5b5bb039/begini-alasan-mk-ubah-delik-tipikor/ diakses pada 5 Juni 2019] 

        Sasaran utama dari UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah pengembalian kerugian keuangan Negara. Aparat penegak hukum diharapkan dapat mengidentifikasi perkara tindak pidana korupsi yang dinilai merugikan keuangan negara agar dapat diselesaikan melalui bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan (out of court settlement), dengan menghitung perbandingan nilai dana operasional penanganan perkara dengan nilai kerugian keuangan negara.[footnoteRef:27] Penyelesaian perkara di luar pengadilan (out of court settlement) merupakan konsep dari restorative justice. Penerapan restorative justice perlu diakomodasi untuk mengevaluasi kelemahan pendekatan retributive justice sebagaimana yang selama ini ada dan berlaku.[footnoteRef:28] Marwan berpendapat restorative justice dapat digunakan dalam tindak pidana korupsi, tidak seperti restorative justice pada tindak pidana umum yang harus melibatkan keterlibatan para pihak korban, pelaku dan masyarakat, terkait masalah korupsi bertitik berat pada pengembalian kerugian Negara.[footnoteRef:29] [27:        https://polkam.go.id/pelatihan-bersama-penerapan-restorative-justice-dalam-pemberantasan-korupsi-dihubungkan-dengan-asset-recovery/ diakses pada 5 Juni 2019.]  [28:        Budi Suhariyanto, (2016) Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara, Jurnal Rechtsvinding, Volume 5, Nomor 3, hlm. 432.]  [29:        http://aai.or.id/v3/index.php?option=com.content&view=article&id=186:kebijakan-restorative-justice-masalah-tindak-pidana-korupsi&catid=87&itemid=550&showall=1&limitstart diakses pada 7 Juni 2019] 

       Didik Endro Purwoleksono menyatakan bahwa apabila seluruh hasil tindak pidana korupsi dikembalikan oleh tersangka atau terdakwa pada hakikatnya dapat dipergunakan sebagai faktor yang menghapus sifat melawan hukum pidana yaitu tindak pidana korupsi sehingga tersangka atau terdakwa tidak perlu dipidana.[footnoteRef:30] Ada 3 (tiga) elemen atau kondisi yang menyebabkan hilangnya sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana korupsi yaitu: 1) tersangka atau terdakwa tidak diuntungkan; 2) negara tidak dirugikan; 3) masyarakat dilayani.[footnoteRef:31] Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditelaah bahwa apabila pelaku tindak pidana korupsi telah mengembalikan seluruh hasil tindak pidana korupsi beserta dengan seluruh keuntungan yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi oleh pelaku tindak pidana korupsi maka pada dasarnya pelaku tersebut tidak diuntungkan, negara tidak menderita kerugian keuangan serta masyarakat dapat dilayani melalui pengembalian seluruh hasil tindak pidana korupsi beserta seluruh keuntungannya tersebut. Maksud dari masyarakat dilayani adalah negara dapat melakukan pembangunan fasilitas-fasilitas yang berguna bagi masyarakat luas dengan dikembalikannya seluruh hasil korupsi beserta seluruh keuntungannya.  [30:        Didik Endro Purwoleksono, Op.Cit., hlm. 188. ]  [31:        Ibid.] 

       Apabila pelaku tindak pidana korupsi hanya mengembalikan sebagian hasil dari tindak pidana korupsi maka pelaku tersebut masih mendapatkan keuntungan dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya dan negara masih dirugikan serta masyarakat tidak terlayani. Sehingga pengembalian hasil tindak pidana korupsi yang hanya sebagian saja tidak dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya. Pengembalian hasil tindak pidana korupsi wajib dikembalikan oleh pelaku tindak pidana korupsi seluruhnya agar menghapus sifat melawan hukum pelaku. Dikembalikannya seluruh hasil tindak pidana korupsi beserta keuntungan yang diperoleh tersangka atau terdakwa membawa konsekuensi: 1) tidak menimbulkan korban dan/atau kerugian, yang dalam hal ini tidak ada kerugian negara; 2) masih ada sarana lain yang lebih efektif dan dengan kerugian yang lebih sedikit dalam menanggulangi perbuatan yang dianggap tercela, dalam hal ini negara tidak perlu mengeluarkan biaya lebih besar untuk memproses, memidana, dan memberi makan dan minum kepada terpidana korupsi.[footnoteRef:32]  [32:        Ibid., hlm. 192] 

      Sehingga dengan diterapkannya restorative justice dalam tindak pidana korupsi berupa pengembalian seluruh hasil tindak pidana korupsi oleh pelaku tindak pidana korupsi dapat dikatakan lebih menguntungkan negara. Dengan diterapkannya restorative justice negara tidak dibebani keuangan untuk memproses dan memberi makan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang ditahan atau dipidana, serta apabila retributive justice model yang diterapkan maka pihak pelaku tindak pidana korupsi dikhawatirkan akan cenderung memilih menjalani pidana pengganti berupa pidana kurungan daripada membayar kerugian kepada negara. Hal tersebut tentunya semakin merugikan negara. 
        Didik Endro Purwoleksono berpendapat bahwa penerapan restorative justice berupa pengembalian seluruh hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan pada waktu: 1) sebelum dilakukannya penyelidikan; 2) saat dilakukannya penyelidikan; 3) pada saat dilakukan penyidikan; dan 4) saat pemeriksaan di depan persidangan.[footnoteRef:33] Dengan dikembalikannya seluruh hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh oleh pelaku dapat menghapuskan unsur mens rea atau niat jahat dalam diri pelaku, sehingga apabila pelaku mengembalikan seluruh hasil tindak pidana korupsi pada tingkat penyelidikan maka penyelidik dapat menyatakan bahwa perkara tidak dapat ditingkatkan ke dalam tahap penyidikan, sedangkan dalam tingkat penyidikan penyidik dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Salah satu alasan dikeluarkannya SP3 berdasarkan Pasal 109 KUHAP adalah bukan merupakan tindak pidana. Dikembalikannya seluruh hasil tindak pidana korupsi oleh pelaku menimbulkan konsekuensi hilangnya sifat melawan hukum pelaku tindak pidana korupsi dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkara tersebut menjadi bukan merupakan perkara tindak pidana korupsi.  [33:        Ibid. ] 

       Selanjutnya pada tahap persidangan, Didik Endro Purwoleksono berpendapat bahwa pengembalian seluruh hasil tindak pidana korupsi beserta seluruh keuntungan yang diperoleh terdakwa pada saat pemeriksaan di pengadilan, maka hal ini dapat menjadi putusan pengadilan adalah melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau onslag van recht vervolging.[footnoteRef:34] Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, dengan  dikembalikannya seluruh hasil tindak pidana korupsi oleh pelaku menimbulkan konsekuensi hilangnya sifat melawan hukum pelaku tindak pidana korupsi, maka apa yang didakwakan oleh penuntut umum memang terbukti, akan tetapi dikarenakan sifat melawan hukum dari pelaku hilang maka perkaranya menjadi bukan tindak pidana korupsi, maka putusan pengadilannya adalah berupa lepas dari segala tuntutan hukum atau onslag van recht vervolging, bukan vrijspraak.[footnoteRef:35] Sehingga dengan demikian penerapan restorative justice dalam tindak pidana korupsi berupa pengembalian seluruh hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan pada tahap sebelum dilakukannya penyelidikan, saat penyelidikan maupun penyidikan, bahkan saat pemeriksaan di pengadilan. [34:        Ibid.]  [35:        Ibid.] 

2. Penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam tindak pidana korupsi dalam hukum Indonesia.
       Berdasarkan rapat kerja nasional pada tahun 2011 yang diadakan oleh Mahkamah Agung menghasilkan putusan penting yang kemudian dapat menjadi yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung, yang didasarkan pada Putusan No.1600 K/Pid/2009 tentang pertimbangan restorative justice (Selanjutnya disebut sebagai kasus Putusan No.1600 tahun 2009).[footnoteRef:36] Pada prinsipnya yurisprudensi tersebut dapat dikatakan sebagai benih kelahiran dari restorative justice, sebab menurut Mahkamah Agung salah satu dari tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana. Salah satu tujuan “Pemulihan keseimbangan” pada tindak pidana korupsi adalah dengan pengembalian kerugian keuangan negara demi kepentingan masyarakat banyak dan mengantisipasi terjadinya krisis di berbagai bidang pembangunan negara.[footnoteRef:37]  [36:       Keputusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor:096/KMA/SK/VII/2011 tentang Tim Penerbitan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Rumusan Kaidah Hukum dalam Putusan Penting pada tanggal 1 Juli 2011]  [37:         Agus Rusianto, (2015), Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya, Jakarta: Kencana, hlm.252.] 

       Pada dasarnya restorative justice diakui oleh dunia internasional, yaitu pada tahun 2000 yang diadakan oleh United Nation (Perserikatan Bangsa-Bangsa), Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters tentang sejumlah prinsip-prinsip mendasar penggunaan pendekatan restorative justice.[footnoteRef:38] Dalam Chapter 9 Convention United Nation tentang Keadilan Restorative Justice telah diupayakan diterapkan di sejumlah negara di dunia, seperti di United Kingdom, Austria, Finlandia, Jerman, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Afrika Selatan, Gambia, Jamaika, dan Kolombia. Menurut Mantan Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI, Artidjo Alkostar bahwa banyak kasus perkara pidana kecil yang sebenarnya dapat diproses dengan asas peradilan yang cepat, biaya ringan, dan sederhana. Misalnya, orang yang mencuri pisang karena lapar, dan pemilik pisang dapat memaafkan, maka konsekuensi etisnya tidak perlu diputus di pengadilan, tetapi diselesaikan melalui mediasi penal.[footnoteRef:39] [38:         United Nation, Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters, ECOSOC Res. 2000/14, U.N. Doc. E/2000/INF/2/Add.2 at 35 (2000), https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/basic-principles-on-the-use-of-restorative-justice-programmes-in-criminal-matters/, diakses pada 5 Juni 2019]  [39:        Artidjo Alkostar, Keadilan Restoratif, https://nasional.kompas.com/read/2011/04/04/04534930/twitter.com?page=all, diakses pada 19 Juni 2019] 

       Pada umumnya prinsip dasar dari contoh lain tentang restorative justice yang lewat mediasi menentukan beberapa prasyarat terjadinya restorative justice, misalnya kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan seksual, yaitu (1) korban kejahatan harus menyetujui, (2) kekerasan harus dihentikan, (3) pelaku kejahatan harus mengambil tanggung jawab, (4) hanya pelaku kejahatan yang harus dipersalahkan bukan pada korban, (5) proses mediasi hanya dapat berlangsung dengan persetujuan korban.[footnoteRef:40] Restorative justice memang pada saat ini belum diatur secara khusus dalam perundang-undangan tindak pidana korupsi di Indonesia, akan tetapi berdasarkan kasus Putusan No.1600 tahun 2009 tersebut dikarenakan adanya Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disebut UU Kehakiman) bahwa hakim tidak bisa menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.[footnoteRef:41] Alasan tidak ada hukum atau kurang jelas pada prinsipnya dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kehakiman bahwa hakim mempunyai cara untuk menemukannya atau dengan kata lain melakukan penemuan hukum, sehingga hakim wajib untuk tetap memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itu, Restorative Justice pada prinsipnya dapat mengurangi beban sosial-ekonomis negara dan energi penegak hukum dalam memberikan keadilan bagi masyarakat. Untuk itu, keberadaan lembaga restorative justice prosedurnya perlu dimasukkan dalam sistem peradilan pidana.  [40:          Ibid.]  [41:          Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Lembaran Negara RI Tahun2009 Nomor 157] 

       Pada tindak pidana korupsi sebenarnya sudah diberlakukan dengan Surat Edaran dibeberapa instansi penegak hukum diantaranya, akan tetapi belum dibentuk melalui perundang-undangan: 
1) Surat Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/sdeops tentang konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR), dalam poin yang pertama tertulis bahwa penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR yang sebenarnya memiliki kesamaan dengan Restorative Justice yang mengedapankan musyawarah antara pihak yang terlibat;
2) Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010, salah satu poin dalam isinya adalah menginstruksikan kepada seluruh Kejaksaan Tinggi yang isinya himbauan agar dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, masyarakat yang dengan kesadaran telah mengembalikan kerugian Negara perlu dipertimbangkan untuk tidak 	ditindaklanjuti atas berlaku asas restorative justice.
       Pada tindak pidana korupsi sebenarnya juga sudah diberlakukan dalam hal Implementasi penyalahgunaan wewenang dalam administrasi Pemerintahan dari Pasal 17 Undang–Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa penyalahgunaan Wewenang yang dipertegas dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan kepada Pejabat Pemerintahan dapat dilakukan pengembalian kerugian ke kas negara/daerah. Artinya apabila dari suatu hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) meskipun terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian uang negara, maka dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.
KESIMPULAN
       Bentuk restorative justice dalam tindak pidana korupsi adalah berupa pengembalian seluruh hasil tindak pidana korupsi beserta segala bentuk keuntungannya apabila terdapat keuntungan yang diperoleh pelaku tindak pidana korupsi. Pengembalian tersebut dapat dilakukan pada tahap sebelum dilakukannya penyelidikan, pada saat penyelidikan, pada saat penyidikan sampai pada tahap pemeriksaan di pengadilan. Diterapkannya restorative justice dalam tindak pidana korupsi membawa dampak positif bagi negara. Negara menjadi tidak terbebani untuk mengeluarkan anggaran negara untuk memproses dan memelihara pelaku tindak pidana korupsi yang ditahan atau dipidana dengan memberi makan serta minum kepada pelaku tindak pidana korupsi. Pada saat ini penerapan restorative justice model memang belum diatur secara khusus dalam perundang-undangan tindak pidana korupsi di Indonesia, akan tetapi telah terbit surat edaran di beberapa instansi penegak hukum yaitu Surat Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/sdeops Tentang Konsep Alternative Dispute Resolution dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor B113/F/Fd.1/05/2010 Tanggal 18 Mei 2010 yang mengatur tentang penerapan restorative justice pada tindak pidana korupsi yang lebih mengedepankan musyawarah untuk mengembalikan seluruh hasil tindak pidana korupsi. Selanjutnya terkait penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi juga telah diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 dan PP No. 48 Tahun 2016 yang mengatur tentang konsep restorative justice terkait penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi yaitu berupa pengembalian kerugian keuangan negara kepada negara.
DAFTAR PUSTAKA 
Buku
Agus Rusianto, (2015), Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya, Jakarta: Kencana.

Andi Hamzah, (2014), Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Barda Nawawi Arief, (2002), Bunga Rampai Hukum Pidana, Cetakan Kedua Edisi Revisi, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Bryan Garner, (2009), Black Law Dictionary: Edisi 9, St.Paul Minn: West Publishing.

C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, (2007), Pokok-Pokok Hukum Pidana-Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Jakarta: Pradnya Paramita.

Dewi DS, A. Syukur Fatahillah, (2011), Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia, Depok: Indie Publishing.

Didik Endro Purwoleksono, (2019), Hukum Pidana Untaian Pemikiran, Surabaya: Airlangga University 	Press.

Fadhil Zumhana, (2015), Disertasi Doktor: Restorative Justice Sebagai Primum Remidium dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Surabaya: Universitas Airlangga.

Hernold Ferry Makawimbang, (2014), Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif, Yogyakarta: Thafa Media.

Kevin I. Mirror, J.T. Morrison, (1996), A Theoritical Study and Critique of Restorative Justice, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., Restorative Justice International Perspective, Monsey, New York Criminal Justice-Press and Krueger Publications.

Luhut MP Pangaribuan, (2009), Lay Judges & Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
M Taufik Makaro, (2013), Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana yang 	Dilakukan Oleh Anak-Anak, Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM.

Peter Mahmud Marzuki, (2016), Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.

Romli Atmasasmita, (1996), Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Bandung: BinaCipta.

Tony Marshall, (1999), Restorative Justice : An Overview, London:  Home Office Research Developement and Statistic Directorat.

Jurnal
Abdul Fattah, et.al., (2017), Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, dalam Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 1.

Budi Suhariyanto, (2016), Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi 	Pengembalian Kerugian Negara, Jurnal Rechtsvinding, Volume 5, Nomor 3.

Henny Saida Flora, (2018) Keadilan Restoratif Sebagai  Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Indonesia, UBELAJ Jurnal, Volume 3, Issue 2.

I. Tajudin, Nella Sumika Putri, (2015), Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan dalam Penjatuhan Putusan, PADJAJARAN Jurnal, Volume 2, Nomor 1.

John O. Haley, (2011), Beyond Retribution An Integrated Approach To Restorative Justice, dalam Washington Journal of Law and Policy, Volume 36.

United Nation, (2000), Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters, ECOSOC 	Res. 2000/14, U.N. Doc. E/2000/INF/2/Add.2 at 35.

     
